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Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Illahi Robbi. atas limpahan Rahmat dan
Karunia-Nya sehingga Rencana Strategis Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya Tahun
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diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Rencana Strategis Kecamatan merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi
perwujudan operasionalisasi tugas dan fungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya dalam
menciptakan lingkungan kondusif bagi perwujudan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya
sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-
2026.

Akhirnya patut diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan
terlibat dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen Renstra ini tidak hanya menjadi
dokumen penghias rak buku tapi yang jauh lebih penting adalah kemanfaatannya dalam
memandu gerak langkah segenap stakeholder Kecamatan Ciawi dalam mendukung

perwujudan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Ciawi, Nopember 2021

Camat Ciawi,

Drs. ASEP SUHENDAR
Pembina Tk. I
NIP. 19660118 199303 1 004
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ciawi
Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomen klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomen klatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam
Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat
Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk
periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat
Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya
memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan

pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan
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Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan
tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun
berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kecamatan Ciawi Tahun 2021-2026 telah selaras
dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang
telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor .... Tahun ...... tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kab. Tasikmalaya
Tahun 2021-2026, serta Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah
Kab. Tasikmalaya Tahun  2011-2031. Dalam  rangka
mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran
dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026,
sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
terkait, dan dalam rangka mengantisipasi  dinamika
perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak
langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan
pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta
profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif
yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman
dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan

sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur
kewilayahan Kecamatan dan Desa dan kewenangan Daerah yang
dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal
pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks
Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan
Ciawi dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu,
dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum
kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh
Kecamatan Ciawi untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara
operasional Renstra Kecamatan Ciawi Tahun 2021-2026 harus

mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka
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Menengah Daerah Kab. Tasikmalaya Tahun 2016-2021 selain itu
juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5
(lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di
wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan,
Renstra Kecamatan Ciawi Tahun 2021-2026 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan
lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Ciawi Tahun 2021-
2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai

berikut.

1. Renstra Kecamatan Ciawi Tahun 2021-2026 merupakan
penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-
2026;

2. Renstra Kecamatan Ciawi Tahun 2021-2026
mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang
telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-
2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor
7), Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya
2011-2031;

3. Renstra Kecamatan Ciawi Tahun 2021-2026 disusun secara
partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian

kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan
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potensi yang ada di kecamatan;
4. Renstra Kecamatan Ciawi Tahun 2021-2026 menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Kecamatan Ciawi

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Ciawi Tahun 2021-
2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan,
penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan
Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan
rancangan akhir Renstra hingga penetapan Rensta. Keterkaitan
serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Ciawi Tahun 2021-
2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana

gambar berikut :

Persiapan Penyusunan Penyempurna Penyusunan Forum / Perumusan
Penyusunan Rancangan an Rancangan Rancangan musyawarah rancangan
Renstra Awal Renstra Awal Renstra Kecamatan akhir Renstra
/’/./ : ™
,/ Verifikasi Rancangan \\
Akhir Renstra + Boppeda

Sestai

|

Penetapan Renstra
Kecamatan (Perkada)

Lampiran Renstra Kecamatan
dengan pernyataan Camat

v

Renstra Kecamatan
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1.2. Landasan Hukum

1.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
61);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu
kota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke
Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 110);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara
Penyelenggaraan  Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8§ Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017
tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya
2011-2031;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
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1.3.

1.4.

39. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0028 Tahun 2021 Tentang
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun

2021-2026.

Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana  Strategis Kecamatan  Ciawi
Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat
daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara
operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan
dan program RPJMD Kebupaten Tasikmalaya Tahun 2021-
2026. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam
tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja
yang akan  dicapai dalam rangka = penyelenggaraan
pembangunan daerah Kab. Tasikmalaya di unsur kewilayahan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain
adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap
tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;

2. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara
efektif, efisien dan berkelanjutan;

3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar
pelaku pembangunan di Kecamatan Ciawi

4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja

Kecamatan.

Sistematika Penulisan
Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ciawi Tahun
2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika

sebagai berikut:
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Bab1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra,
landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan
tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan

dokumen Renstra.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Kecamatan Ciawi; sumber daya yang dimiliki oleh
Kecamatan Ciawi, kinerja pelayanan sampai saat ini,
tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di

Kecamatan Ciawi

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan
tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Ciawi; telaahan
visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen
RTRW Kab. Tasikmalaya, dan penentuan isu-isu

strategis di unsur kewilayahan.

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN
Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah
Kecamatan Ciawi Tahun 2021-2026, serta strategi dan
kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka

menengah diunsur kewilayahan.

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan
Ciawi selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi

dengan indicator kinerja, kelompok sasaran dan
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pendanaan indikatif.

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN
Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub

kegiatanserta pendanaan selama 5 (lima) tahun

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

Bab ini memuat indicator kinerja kecamatan untuk

periode2021-2026

Bab VIII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan
penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Ciawi,
disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu
menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun
kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Ciawi

Kab. Tasikmalaya.
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BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Aspek Geografis
2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kec. Pagerageung

Kec. Kadipaten

Kec.Jamanis

Kec. Sukahening

Luas wilayah 10.044,30 m?, Adapun untuk batas wilayah Kecamatan Ciawi

adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Kadipaten

2. Sebelah Selatan : Kecamatan Sukahening

3. Sebelah Timur  : Kecamatan Sukaresik dan Kecamatan Jamanis
4. Sebelah Barat : Kabupaten Garut

2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kecamatan Ciawi terletak sekitar 532 m di atas permukaan laut

dengan luas wilayah 10.044,30 m? dengan jumlah penduduk 61.683 orang, sedang

untuk jarak antara Kecamatan Ciawi ke Ibu kota Kabupaten Tasikmalaya adalah

30 km dan ke ibu kota propinsi 80 km.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

a.

Potensi Bencana

Di kecamatan ciawi ada lima (5) desa yang memiliki rawan banjir yaitu, Desa
Ciawi, Desa Sukamantri, Desa Kurnibakti, desa Pekimitan, dan desa
pakemitankidul. Sedangkan bencana alam longor ada 6 desa, Desa Margasari,
Desa bugel, Desa Gombong, Desa Kertamukti, Desa Pasirhuni dan Desa

Citamba
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2.1.4 Kondisi Demografi
a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Ciawi Per Agustus Tahun 2021 sebanyak
61.683 jiwa yang terdiri dari laki-laki 30.968 jiwa, perempuan 30.670 jiwa

Data Penduduk Kecamatan Ciawi lebih jelasnya pada tabel di bawah ini.

PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

TAHUN 2021
Penduduk
No. Desa
Laki-laki Perempuan Jumlah
1 | GOMBONG 2.377 2.323 4.700
2 | BUGEL 3.180 3.102 6.282
3 | MARGASARI 3.536 3.369 9.905
4 | PAKEMITAN 2.951 2.815 5.766
5 | CIAWI 2.324 2.289 4.613
6 | SUKAMANTRI 2.075 2.630 4.705
7 | PASIRHUNI 3.237 3.104 6.341
8 | CITAMBA 2.648 2.611 5.259
9 | KERTAMUKTI 2.417 2.460 4.877
10 | KURNIABAKTI 2.839 2.811 5.650
11 | PAKEMITANKIDUL 3.384 3.156 6.540
JUMLAH 30.968 30.670 61.683

Sumber : Kecamatan Oktober 2021

b. Laju Pertumbuhan Penduduk
Laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Ciawi mengalami kenaikan dari

tahun ke tahun

Jumlah Penduduk
2010 2016 2017 2020 2021
58.009 59.882 60.054 60.850 61.683

Sumber BPS Kecamatan Dalam Angka 2019
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c. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa

Jumlah Luas Wilayah Rata
No Nama Desa
Penduduk (M?) Kepadatan
1 | GOMBONG 4.700 597,14 7,871
2 | BUGEL 6.282 6,889
911,92
3 | MARGASARI 9.905 23,631
292,20
4 | PAKEMITAN 5.766 34,236
168,42
5 | CIAWI 4.613 83,07 55,531
6 | SUKAMANTRI 4.705 24,505
192,00
7 | PASIRHUNI 6.341 393,6 16,110
8 | CITAMBA 5.259 4,634
1.134,96
9 | KERTAMUKTI 4.877 17,895
272,53
10 | KURNIABAKTI 5.650 151,3 37,343
PAKEMITAN
11 6.540 30,151
KIDUL 216,91
61.683 10.044,30 15.655
Sumber Kecamatan Ciawi Oktober 2021
d. Sex Ratio
No Nama Desa Laki-laki Perempuan | ey Ratio
1 | GOMBONG 2.377 2.323 102
2 | BUGEL 3.180 3.102 103
3 | MARGASARI 3.536 3.369 105
4 | PAKEMITAN 2951 2.815 105
5 | CIAWI 2.324 2.289 102
6 | SUKAMANTRI 2.075 2.630 79
7 | PASIRHUNI 3.237 3.104 104
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Laki-laki

No Nama Desa Perempuan | gex Ratio
8 | CITAMBA 2.648 2.611 101
9 | KERTAMUKTI 2.417 2.460 98
10 | KURNIABAKTI 2.839 2.811 101
11 | PAKEMITANKIDUL 3.384 3.156 107
30.968 30.670 101

e. Rasio Kebergantungan (Dependency Ratio)

Cara menghitung Rasio Kebergantungan yaitu dengan jumlah usia Tidak

Produktif antara 0-14 tahun, dan 65 ke atas di bagi jumlah penduduk Produktif

usia 15 s.d 64 tahun di kali 100

Penduduk non Penduduk
No Nama Desa Produktit Usia 0- | Produktit Usia Dependency
14dan 65 ke atas 15 s.d 64 Ratio

1 | GOMBONG 2.241 2.459 0,91

2 | BUGEL 2.205 4.077 0,54

3 | MARGASARI 2.187 4718 0,46

4 | PAKEMITAN 2.141 3.625 0,59

5 | CIAWI 2.096 2.517 0,83

6 | SUKAMANTRI 1.398 3.307 0,42

7 | PASIRHUNI 2.615 3.726 0,70

8 | CITAMBA 2.014 3.245 0,62

9 | KERTAMUKTI 1.867 3.010 0,62

10 | KURNIABAKTI 1.958 3.692 0,53
PAKEMITAN

11 2.465 4.075 0,60

KIDUL
23.187 38.451 0,60

Sumber Kecamatan Ciawi 2021

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Ciawi,

diharapkan dapat

menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan diurusan kewilayahan. Dokumen ini memuat perencanaan

pembangunan setiap tahun dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang
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fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran

pembangunan Kab. Tasikmalaya.

Renstra 2021-2026 Kec. C i a w Page 17




2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ciawi

Kecamatan Ciawi, merupakan salah satu Perangkat Daerah di
Kab. Tasikmalaya yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang
bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Desa dan
kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Ciawi
dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi
Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang
dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan

menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;

2. Penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum,;

4. Penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;

5. Penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana
pelayanan umum;

6. Penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;

7. Penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan;

8. Penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;

9. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
desa; dan

10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

Struktur organisasi Kecamatan Ciawi berdasarkan Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Perangkat Daerah terdiri dari :
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(1) Camat

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan

penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan.

5. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi:

a.
b.

C.

o

j-

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;

Penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
Penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum,;

Penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan;

. Penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

umum;
Penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;

Penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangandan tugas pembantuan;
Penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
desa; dan

Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

6. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat, mempunyai rincian tugas meliputi:

a.
b.

d.

Menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan;

Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan sesuai

dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang mengatur

pelaksanaanurusan pemerintahan umum,;

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaanmasyarakatmeliputi:

1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan
di desa dan Kecamatan;

2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang
dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;

3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;dan

4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja
Kecamatan kepada Bupati.

Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

meliputi:
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1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara republikindonesia, Tentara Nasional
Indonesia, daninstansi vertikal di wilayah Kecamatan;

2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dantokoh masyarakat;dan

3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentramandan ketertiban kepada Bupati;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah meliputi:

1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugasdan fungsinya di bidang
penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara
Republik Indonesia; dan

2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi:
1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang
melibatkan pihakswasta; dan
3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasaranadan fasilitas pelayanan umum
di wilayahKecamatan kepada Bupati;
Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
meliputi:
1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaandengan perangkat daerah dan
instansivertikal terkait;
2. Efektivitas penyelenggaraanpemerintahan di tingkat kecamatan; dan
3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatanpemerintahan di tingkat Kecamatan
kepadaBupati;
Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan
dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja kecamatan,;
Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat
daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ada di Kecamatan meliputi:
1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
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P-
qg.
r.

3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
dan

4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah
Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,;

Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang kewenangannya

dilimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non perizinan;

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa,

Kecamatan di wilayah kerjanya;

. Menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;

Menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan Kelompok
Jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah
yang bertugas di wilayah Kecamatan,;

Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan
di wilayah kerja Kecamatan;

Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;

Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

(2) Sekretariat

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan

dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

1. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

a.

b.

C.

Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan;
Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;dan

Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi:

a.

Menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan,
program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan;

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan
administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumahtangga,

arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan;

. Menyelenggarakan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan strategi

penerapan e-government,

Menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan;
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e. Menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup
Kecamatan;

f. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan
masyarakat;

g. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata
laksana di Kecamatan;

h. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta
pengamanan informasi publik;

i. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;

j- Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator
kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPj) dan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(LPPD) serta Standar
Operasional Prosedur (SOP) unit kerja di lingkungan Kecamatan;

k. Menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan di wilayah Kecamatan;

1. Menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan
urusan pemerintahan di Kecamatan;

m. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan;

n. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan

0. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Sekretariat terdiri atas:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan,
ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga sertaa dministrasi
kepegawaian di lingkungan Kecamatan.

(1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

rincian tugas meliputi:
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b. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup
Subbagian Umum dan Kepegawaian;
Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
d. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan
prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
e. Melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat
Kecamatan;
Melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;

Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;

= g

Melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;

—

Melaksanakan pengelolaan arsip,penataan dokumen,surat menyurat dan ekspedisi

dinas;

j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan
serta pengamanan informasi publik;

k. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;

1.  Melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur
tiap-tiap unit kerja;

m. Melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian
Kecamatan;

n. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian
sanksi dan penghargaan pegawai;

0. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;

p. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan
hubungan masyarakat;

r. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;

s. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan

tugas; dan

t.  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

(4) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan,

anggaran dan penatausahaan keuangan.
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(1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Subbagian Perencanaan dan Keuangan
mempunyai rincian tugas meliputi:

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan,
evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan;

b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan
kebijakan dan strategi penerapan e-government serta pengelolaan dan
layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;

c. Melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan
kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;

d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan
kerja ;

e. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tiap-
tiap unit kerja di Kecamatan;

f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan
teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;

g. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang
keuangan;

h. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan
keuangan Kecamatan;

i. Melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;

j-  Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan
pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;

k. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan
tugas; dan

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

(5) Seksi Pemerintahan
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelayanan pemerintahan dan
pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan.
1. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas
meliputi:
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemerintahan;
b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di

Kecamatan;
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. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan
kecamatan dengan perangkat daerah,;

. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada
masyarakat di kecamatan;

. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
Melaksanakan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan penerapan Standar
Pelayanan (SP);

. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan
tugas;

. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil
survey kepuasan masyarakat;

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan urusan
pemerintahan dasar dalam rangka penerapan dan percepatan pencapaian
standar pelayanan minimal;

Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka
pemeliharaan sarana dan prasarana sertafasilitas pelayanan umum;

. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
Melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan

umum,;

m. Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah kecamatan;

. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;

. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelimpahan
kewenangan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;

. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa/ kepala Desa dan
pengelolaan keuangan dan aset desa;

. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana
desa;

Melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa;

. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi
pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tugas dan fungsi

Badan Permusyawaratan Desa;
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t. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan serta evaluasi
pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan;

u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan
Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

v. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pengangkatan dan
pemberhentian perangkat desa;

w. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja
sama desa dengan pihak ketiga;

X. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan
pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;

y. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemerintahan; dan

z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

(6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan

)

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi,

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di

wilayah Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi

dan Pembangunan mempunyai rincian tugas meliputi:

a.

Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di kecamatan;
Melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan
kebijakan perencanaan pembangunan daerah,;

Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi
dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah
perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;

Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan
masyarakat di wilayah Kecamatan;

Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap
pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait

untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan
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pemeliharaan baik yang dibiayai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
maupun swadaya masyarakat;

Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan
ketenagakerjaan dan perburuhan;

Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan
karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;

Melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait di bidang
perpajakan dan pendapatan daerah;

Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam
peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber di wilayah Kecamatan;
Melaksanakan kegiatan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah
kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya di bina oleh lembaga yang menangani
pendapatan daerah;

Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan
perekonomian;

. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan
kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian,
usaha kecil menengah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta
meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;

Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit
dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;

Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, pengendalian, penggunaan dan
pemanfaatan dana desa;

Melaksanakan penyiapan bahanmonitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan
pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;

Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerahlainnya sesuai
dengan lingkup kerjanya;

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi lingkup tugasnya;

Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi
dan Pembangunan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
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(7) Seksi Kesejahteraan Sosial

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan

kesejahteraan rakyat, meliputi fasilitasi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan,

kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan

sosial.

(1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian

tugas meliputi:

a.

Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial
sebagai bahan program kerja Kecamatan;

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di
Kecamatan;

Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan organisasi
sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar
nasional;

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar
keagamaan;

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan
beragama;

Melaksanakankoordinasi pelaksanaan dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan
program kesehatan;

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program
wajib belajar pendidikan dasarlembaga masyarakat sekolah (dewan/komite sekolah)
serta kebudayaan;

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;
Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan dan
penanggulangan masalah kesejahteraan sosial dan Pemberdayaan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial;

Melaksanakan penyusunan program pembinaan dalam meningkatkan kesejahteraan

rakyat;
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n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial;

0. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka
agama di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban
umum masyarakat di wilayah Kecamatan;

p. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur(SOP) pelaksanaan tugas;

g. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan
lingkup kerjanya;

r. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial; dan

s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

(8) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan
ketertiban umumKecamatan.
(1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

mempunyai rincian tugas meliputi:

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkupSeksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum,;

b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan
ketertiban umum;

c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketentraman dan
ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

d. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,;

e. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan;

f.  Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan
non perizinan kepada masyarakat;

g. Melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila
diperlukan sesuai dengan kewenangannya;

h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan
perlindungan masyarakat dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban

wilayah Kecamatan;
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1. Melaksanakan  koordinasi mengenai  pencegahan dan  penanggulangan
penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya
lainnya di wilayah Kecamatan;

j.  Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan
fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;

k. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif
pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah Kecamatan;

l.  Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan
masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melakukan usaha-usaha
prefentif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya
menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah
kerja Kecamatan;

m. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah
Kecamatan;

n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta
pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan
lingkungan;

0. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur(SOP) pelaksanaan tugas;

p. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan
lingkup kerjanya;

g. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi lingkup tugasnya;

r. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan

s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian dan/atau
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang
tugas sesuai kewenangannya.

(2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

(3) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-

undangan.
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(4) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Ciawi berdasarkan

Perbup Nomor 39 Tahun 2021
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2.2. Sumber Daya Kecamatan Ciawi

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah factor sentral dalam
suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi
dibuat berdasarkan berbagai vision tuk kepentingan manusia dan
dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi,
manusia merupakan factor strategis dalam semua kegiatan institusi.
Kondisi institusiakan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas
serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kecamatan Ciawi berjumlah 20 orang, terdiri dari 15
orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 orang Tenaga bantu.
Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongaan dapat
digambarkan sebagaimana table di bawah ini.

Kondisi SDM Kecamatan Ciawi

Kategori Jumlah

1. a. Laki-laki 14
b. Perempuan 6
2. | Tingkat Pendidikan a.SD -
b. SMP/Sederajat -
c.SMA/Sederajat 8
d. Diploma 1
e. S1 10
f. S2 1
g.S3 -
3. | Golongan a.l -
b. II 5
c. III 9
d. IV 1
4. | Status Pegawai a. ASN 15
b. Non ASN 5
5. | Jabatan a. Struktural 6
b. Fungsional Umum 9

Renstra 2021-2026 Kec. C i a w i Page 32




Kategori Jumlah

c. Fungsional Tertentu -

Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai
yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan
mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang
harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang

mendukung kinerja pegawai :

Sarana dan Prasarana Kecamatan Ciawi Tahun 2021

No. ‘ Jenis Jumlah Kondisi
1 Tanah dan Bangunan Tanah 563.604 Ha/Km
9 Gedung Baik

2 Rumah Dinas |[Baik

2 Kendaraan Operasional
Roda Empat 3 Unit Baik
Roda Dua 6 Unit 6 unit baik
3 Komputer 4 Buah Baik
4 Laptop 2 Buah Baik
5 Meja 25 Buah Baik
6 Kursi Citos 50 Buah Baik
7 Lemari 4 Unit Kayu Baik
8 AC - -
9 Kulkas - -

10 | Meja Komputer - -

11 Printer 3 Buah 2 baik, 1 rusak Berat
12 | Kursi Sofa 3 Set Baik
13 | Kursi kayu 54 Buah Kurang Baik
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No. ‘ Jenis Jumlah Kondisi

14 | TV dan Meja TV 1 Unit TV Baik
15 | Papan WhiteBoard 3 Buah Baik
16 | Telepon/Fax 1 Buah Baik

17 | Telepon Satelit - -

18 | Kamera Digital - -

19 Infocus 1 Buah Baik

20 Mesin Ketik 1 Buah Rusak berat
21 CCTV 1 Set Rusak

22 | Wireles 1 Unit Rusak

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ciawi

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan
gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Ciawi Kinerja
Pelayanan di Kecamatan Ciawi dapat dilihat dari beberapa indicator

kinerja yaitu :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

3. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan

5. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidangkerja di

Kecamatan Ciawi dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di
Kecamatan Ciawi untuk selama 5 (lima) tahun kedepan sangat diperlukan
disebabkan banyaknya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah,

koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
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SKPD dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah merupakan penyediaan Gaji dan dan
Tunjangan lainnya bagi seluruh ASN/PNS yang diterima setiap bulannya untuk

selama 12 bulan pada satu tahun anggaran

Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kecamatan Ciawi selama 5
(lima) tahun kedepan mengalami perubahan setiap Tahun dalam
menunjang Pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi, disebabkan
pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan

administrasi umum perangkat daerah setiap Tahun tidak terpenubhi.

Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah

Daerah,

Penyediaan Mebel dan peralatan dan mesin lainnya (mebelair, laptop,
PC komputer dan printer) setiap tahunnya di Kecamatan Ciawi
mengalami penurunan disebabkan barang-barang tersebut banyak
yang rusak dan tidak layak wuntuk digunakan sehingga

menghambatnya pelayanan kepada masyarakat.
Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan jasa tenaga
keamanan kantor di Kecamatan Ciawi untuk selama 5 (lima) tahun kedepan
akan diseuaikan dengan kebutuhan disebabkan dengan adanya kenaikan harga

BBM sehingga anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan
aparatur Kecamatan Ciawi dirasa masih belum mencukupi, dibanding
cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani.
Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih
sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian
juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang
masih memerlukan peningkatan kualitas (banyak kebocoran
disebagian banyak atap gedung kantor) demi mendukung pelayanan

yang prima kepada masyarakat.
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2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Beberapa Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

di Kecamatan Ciawi di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit
Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

3. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum

4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan
Kepala Daerah
5. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintahan Desa

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Ciawi
Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Ciawi selama 5
(lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam
pengembangan pelayanan Kecamatan Ciawi 5 (lima) tahun kedepan di

antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa

complain sebagai instansi Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan
akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan

yang berkelanjutan;

3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai
kepentingan kadang-kadang menimbulakan pertentangan. Untuk itu segala

aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;

4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan

pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
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5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran
Kecamatan Ciawi harus lebih responsive terhadapdinamika pembangunan

masyarakat;

6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan social ekonomi berpengaruh

pada pola pikir dan polatindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun kedepan

dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Ciawi, antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat
struktural, para staf Kecamatan dan desa sehingga tercipta suasana
kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;

2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses
perencanaan pembangunan;

3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance
merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan
kesempatan bagi Kecamatan Ciawi dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan;

4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui
peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap
pegawai;

5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam
pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas
perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi
program pembangunan;

6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan
dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanan pembangunan; dan

7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah
peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media
informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Ciawi, terutama
dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk
lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan

Ciawl.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kecamatan Ciawi

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Ciawi selama 5
(Iima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ciawi, maka beberapa
permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus
dihadapi Kecamatan Ciawi 5 (lima) tahun kedepan antara lain:

1. Masih belum memadainya sarana dan prasarana kerja di lingkungan Kecamatan;

2. Masih lemahnya kapasitas sumber daya manusia dalam melaksanakan berbagai bidang
tugas;

3. Belum memadainya jalinan koordinasi antar lini pemerintahan

4. Masih belum memadainya keberadaan ruang kerja Kecamatan.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi social masyarakat yang harus
dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Ciawi dalam tugas dan pelayanan, dapat

dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

1. Seksi Tata Pemerintahan

a. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan
desa.

b. Pengelolaan data administrasi  pemerintahan  masih  belum
berjalan secara maksimal.

Cc. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan  belum
optimal.

d. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi

kependudukan.

2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
a. Semakin rendahnya toleransi dalam beragama.

b. Masih tingginya kenakalan remaja di wilayah kecamatan yang
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diakibatkan oleh menurunnya penerapan budaya lokal.

c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan

a. Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan

musrenbang kecamatan dan forum-forum kecamatan.

b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam
pemberdayaan dan pembangunan wilayah.

c. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum
mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di
kecamatan.

d. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat

kelembagaan maupun masyarakat.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

a. Belum optimalnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

di Kecamatan.

A. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah
Terpilih.

Kecamatan Ciawi memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan Bupati, jika
dikaitkan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan
terkait dengan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui
pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov yang

terintegrasi.
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Tabel 3.1.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Visi : Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera
Misi dan Program FAKTOR
No. Kepala  Daerah Tugas dan Fungsi Perangkat Permasalahan Pelayanan Perangkat
dan Wakil Kepala Daerah Daerah Pendorong Penghamba
Daerah ¢
1 2 3 4 5 6
Misi ke 2: . Penyelenggaraan urusan 1. Belum optimalnya kompetensi | Tugas Keterbatas
pemerintahan di wilayah sumberdayaaparatur kecamatan, fungsi an sarana
Meningkatkan kecamatan; 2. Belum optimalnya pemenuhan | yang dan
kualitas tata kelola [, Penyelenggaraan pengoordinasian kebutuhan layanan adminitrasi kepada | sudah prasarana,
pemerintahan  dan kegiatan pemberdayaan masyarakat; masyarakat yang yang harus | jelas. prodesur
pelayanan publik c. Penyelenggaraan pengoordinasian disediakan oleh Kecamatan dan SDM
upaya penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum;
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d. Penyelenggaraan pengoordinasian
penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan;

e. Penyelenggaraan pengoordinasian
pemeliharaan prasarana dan sarana

pelayanan umum;

f. Penyelenggaraan pengoordinasian
penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan yang dilaksanakan
perangkat daerah di tingkat

Kecamatan;

g. Penyelenggaraan urusan
pelimpahan kewenangan dan tugas
pembantuan;

h. Penyelenggaraan pembinaan
penyelenggaraan pelayanan
masyarakat;

i. Penyelenggaraan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan desa; dan

j. Penyelenggaraan urusan

kesekretariatan;
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Capaian kecamatan untuk mendukung misi dua kepala daerah yakni Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan

publik

Renstra 2021-2026 Kec. C i a w i Page 48




3.2. Telaahan Renstra K/LL dan Renstra

Telah terhadap Renstra K/L dan Renstra PERANGKAT DAERAH provinsi tahun
rencanabertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanansebagai
masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakanstrategis dalam
Renstra perangkat daerah kabupaten/kota. Telaah ini merupakan prosespenting untuk
harmonisasi dan sinergi antara Renstra perangkat daerah kabupaten/kotadengan Renstra K/L
dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih programdan kegiatan antara pemerintah
atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota. Telah terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap
dokumen RenstraKementerian PPN/Bappenas mengingat Bappelitbangda mempunyai tugas
dan fungsiyang sama dalam perencanaan pembangunan. Dalam Renstra Bappenas dicantumkan
bahwa peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai think tank. Tugaspenting Kementerian
PPN/Bappenas lainnya adalah membangun danmengintegrasikan sistem manajemen
pembangunan yang selama ini melibatkaninstansi, perguruan tinggi dan organisasi profesi,
diatur dengan kebijakan atauperaturan yang belum terintegrasi dengan baik. Optimalisasi
sumber daya manusiayang ada perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar
dapatmeningkatkan kualitas analisa, telaahan dan kajian kebijakan pembangunan
untukmembantu perumusan kebijakan pembangunan nasional yang tepat, terarah dandapat
dilaksanakan. Tujuan utama dari Kementerian PPN/Bappenas yaitu terwujudnya
rencanapembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksananya
penugasanpenugasanlainnya dari Presiden/pemerintah dalam kaitan kebijakanpembangunan
Nasional. Tujuan tersebut dicapai melalui empat kegiatan utamayaitu perencanaan dan
pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi dengandidukung 4 faktor utama yaitu
pengelolaan anggaran, sumber daya manusia dansarana prasarana kerja. Adapun telah terhadap
Renstra Bappelitbangda Provinsi dilakukan terhadap dokumen Renstra Bappelitbang
daProvinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi
Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan
kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi
Jawa Barat yang diharapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun
2018-2023 yang menjadi tugas Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan
kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian,
fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Berikut Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Jawa Barat.
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3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkunga Hidup
Strategis pada RPJMD

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang.
Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang
yang berlaku. Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Perda Nomor 8 Tahun 2021
tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum,
sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama
untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis
Kecamatan. Pembangunan di wilayah Kecamatan Ciawi harus mempedomani

peruntukan ruang menurut RTRW. Kecamatan Ciawi:

e Arahan pengembangan : sebagai pusat perdagangan danjasa skala
regional dan pelayanan umum.

e Fungsi pusat kegiatan : sebagai fungsi perdagangan danjasa, agribisnis,
pendidikan dan permukiman perkotaan

e Wilayah pelayanannya : beberapa kecamatan (PPK)

e Sarana dan Prasarana penunjang fungsi : Terminal Tipe C,

Rumah Sakit Tipe C, Pasar Kabupaten, Pusat Perbelanjaan/Pasar
Modern, pusat pendidikan skala pendidikan tinggi
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3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen
perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Ciawi
berdasarkan tugas pokok dan fungsi antara lain:

1. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu
memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat,
memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta
pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut
maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan
masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya
mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

2. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan
aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta
pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus
mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu
usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah
aparatur;

3. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati
Tasikmalaya kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap
potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati
kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam
mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah,
potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam
mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih
besar yakni tercapainya visi Kabupaten Tasikmalaya;

4. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan
harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam
penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur
wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya

kewajiban pengusaha untuk sungguh—sungguh memperhatikan Company/Coorperate
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Sosial Resposipility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang

tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
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BAB 1V
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementtasi dari
pernyataan misi,yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
tertentu. Penetapa tujuan dalam Rencana Strategis di Kecamatan
berdasarkan pada penyusunan tujuan kabupaten yaitu : Meningkatkan
Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

41.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu
yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Ciawi dalam
jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah
diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam
rencana strategis Kecamatan Ciawi dalam periode pembangunan 2021-
2026 adalah: meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas

penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara
konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga
merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan mvisi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam
rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Ciawi dalam

rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor
Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, dan
Desa;

3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan
pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;

4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi
kemasyarakatan;

5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai
guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;

Melaksanakan PATEN secara optimal.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kab. Tasikmalaya, Perangkat
Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan
motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di
kantor sendiri (in house trainning) serta penyusunan piranti lunak

(mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kab.

Tasikmalaya, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah
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Kab. Tasikmalaya, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah,

kelembagaan, dan masyarakat desa.

B. Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana
sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian
kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk
konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat
bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-
program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam
rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun

kebijakan yang diambil Kecamatan Ciawi. sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi;

2. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan  sesuai
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

3. Pengembangan data base kecamatan;

4. Fasilitasi peningkatankapasitas Pemerintah, Kelembagaan danMasyarakat
Desa; dan
5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayahdalam rangka

optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui
capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan
sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil
yang dilaksanakan Kecamatan Ciawi guna mencapai sasaran tertentu. Dengan
adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan
permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya yang

direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

A. Rencana Program
Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Ciawi Kab.
Tasikmalaya selama tahun 2021-2026 antara lain:
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

ok~ W N

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau
beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya,
baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua
jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan

keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran Ilebih lanjut dari program

merupakan langkah terakhir dalam wupaya pencapaian tujuan. Kegiatan
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indikatif Kecamatan Ciawi Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mampu
menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat
tercapainya tujuan Kecamatan Ciawi. Secara lebih lengkap mengenai rencana
program dan kegiatan, indicator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan
Ciawi tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis

Kecamatan Ciawi sebagaimana tertuang dalam table berikut.
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indicator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja
dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode
Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan
gambaran yang mencerminkan capaian indicator kinerja program (outcome) dan
kegiatan (output). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indicator
kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indicator
kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat
daerah, dan indicator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang

menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indicator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan
gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di
Kecamatan Ciawi. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian
indicator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi

kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.
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BAB VIII

PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ciawi Kab. Tasikmalaya Tahun
2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Ciawi selama 5 (lima)
tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala
Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka
mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal
tersebut, pelaksanaan Rencana  Strategis Kecamatan Ciawi Kab.
Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian
tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan
perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam
mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi
Kab. Tasikmalaya yaitu * Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten

Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera .

A. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan
dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana
periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka
dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun
2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah
program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi
landasan (legal formal) perencanaan tahun 2021 adalah “program
sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan
penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa
jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada
Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana
Strategis Kecamatan Ciawi, RPJMD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026,
dan RPJPD Kab. Tasikmalaya Tahun 2005-2025 periode 5 tahun

keempat.
B. Kaidah Pelaksanaan
Rencana Strategis Kecamatan Ciawi Kab. Tasikmalaya Tahun

2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan

Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara
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langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD
Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra ini merupakan
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ciawi Kab.
Tasikmalaya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan

sebagai berikut :

1. Kecamatan Ciawi berkewajiban untuk melaksanakan program-program
dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-

2026 dengan sebaik-baiknya;

2. Kecamatan Ciawi berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai
dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada

Renstra dan RPJMD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra
Kecamatan Ciawi Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra

kedalam Rencana Kerja tahunan;

Renstra Kecamatan Ciawi Tahun 2021-2026 merupakan indicator
dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan
dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang
menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026

sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ciawi Kab. Tasikmalaya.

Camat Ciawi,

Drs. ASEP SUHENDAR
Pembina Tk. I
NIP. 19660118 199303 1 004
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
OPD KECAMATAN CIAWI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
PERBUP NOMOR 39 TAHUN 2021

CAMAT

Drs. ASEP SUHENDAR
NIP. 19660118 199303 1 004

JABATAN FUNGSIONAL

PLt. SEKRETARIS KECAMATAN

Dra. YETI SRIHARYATI
NIP. 19660218 199102 2 001

KASUBAG. UMUM DAN

KASUBAG. PERENCANAAN

NIP. 19851027 201503 2 001

KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
N. RUKRUK YANA DARSANA, S.IP
NIP. 19660915 199003 2 005 NIP. 19780602 200003 1 001
S
PENGELOLA KEPEGAWAIAN BENDAHARA
PIPIH SOPIAH, S.E. UTENG

NIP. 19680510 200604 1 006

SN
PENGELOLA BARANG

IWAN KUSTIWAN
NIP. 19640901 200701 1 014

PRANATA KEARSIPAN

RANI SOFIATI,S.AP
NIP. 19710210 199803 2 005

PENGELOLA SARANA &

PRASARANA RT DINAS

CECENG SUHENDI
NIP. 19650610 200801 1 003

PLt. KASI PEMERINTAHAN

KASI. PEMBERD. MASY.DESA,
EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

YANA DARSANA, S.IP
NIP. 19780602 200003 1 001

Dra. YETI SRIHARYATI
NIP. 19660218 199102 2 001

S
PENGELOLA PEMERINTAHAN

S
PENGELOLA PBB P2 & BPHTB

CUCU ROHMANA,SH
NIP. 19680507 200701 1 045

ABANG RUHIMAT
NIP. 19650911 2000701 1 008

KASI. KESEJAHTERAAN SOSIAL

1
KASI. KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

ENDANG LILI,S.Sos
NIP. 19680610 199403 1 014

HARDIYAN SUMARDIYANA,S.IP
NIP. 19820723 200501 1 004

1
PENGELOLA KESOS

PENGELOLA KEAMANAN & KETERTIBAN

M.U.D.A. HAMZAH,S.Sos.,M.Si
NIP. 19660313 200701 1 028

AGUS DARMAWAN
NIP. 19690807 200701 1 018




Tabel T-C.23.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CIAWI

Indikator Kinerja sesuai

Target Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke Realisasi Capaian Tahun Ke Rasio Capaian Pada Tahun Ke
. Target | Target
No. Tugas dan Fungsi

NSPK KK Indikator

Perangkat Daerah Lainnya

1. |Akuntabilitas Kinerja 58 58 62 66 70 7 575 | 575 | 615 | 655 | 69,5 | 70,5 | 0,991 0,991 0,992 | 0,992 | 0,993 | 0,993
Instansi Pemerintah

(AKIP) Kecamatan

2. |Indeks Kepuasan 85,11 85,50 85,75( 8590| 86,00 86,11 | 8511 8550 85,75| 8590 86,00 86,11 | 1,000 ( 1,000 | 1,000 [ 1,000 [ 1,000 | 1,000
Masyarakat (IKM)

Kecamatan




Tabel T-C.24.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CIAWI KABUPATEN TASIKMALAYA

RASIO ANTARA REALISASI DAN RATA-RATA
DA TAHU KE REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE
URAIAN ARCCARMEA ANGGARAN TAHUN KE PERTUMBUHAN
Anggaran | Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
7 | 01 [001]201 |Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7 | 01 [001]2.01] 001 [Penyusunan Dokumen Perencanaan - - 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - - 1.00 1,00| 1,00 [ 1,00 5.000.000 5.000.000
Perangkat Daerah
7 | 01 [001]201] 006 [Koordinasi dan Penyusunan Laporan - - 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - - 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000.000 5.000.000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
7 | 01 [001]201]| 007 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - - 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000.000 5.000.000
7 | 01 [001]202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7 | 01 [001]202] 001 [Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.637.374.192 1.769.349.462 1.769.849.462 1.769.849.462 1.770.349.462 1.770.349.462 1.637.374.192 1.769.349.462 1.769.849.462 1.769.849.462 1.770.349.462 1.770.349.462 | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 [ 132.975.270 | 132.975.270

Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan - - - - - - - - - - - - - R R - R R - -
Perundang-Undangan

7 | 01 | 001|206 Administrasi Umum Perangkat Daerah

7 | 01 [001]2.06]| 002 [Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 15.236.000 15.234.650 15.734.650 15.734.650 16.234.650 16.234.650 15.236.000 15.234.650 15.734.650 15.734.650 16.234.650 16.234.650 [ 1,00 1,00 1,00 1,00 [ 1,00 1,00 998.650 998.650
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 3.000.000 3.000.000 - - - - 3.000.000 3.000.000 - - - - 100 1,00 - - - - (3.000.000) (3.000.000)
Perundang-undangan
7 | 01 | 001|206 005 |Penyediaan Barang Cetakan dan 7.726.000 6.726.000 7.226.000 7.226.000 7.726.000 7.726.000 7.726.000 6.726.000 7.226.000 7.226.000 7.726.000 7.726.000 [ 1,00 [ 1,00 | 100| 100| 100 1,00 - -
Penggandaan
7 | 01 [ 001|206]| 008 |Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.500.000 6.500.000 7.000.000 7.000.000 7.500.000 7.500.000 6.500.000 6.500.000 7.000.000 7.000.000 7.500.000 7.500.000 | 1,00 1,00 1,00 1,00 [ 1,00 1,00 1.000.000 1.000.000
7 | 01 | 001 |2.06 009 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 12.200.000 12.200.000 12.700.000 12.700.000 13.200.000 13.200.000 12.200.000 12.200.000 12.700.000 12.700.000 13.200.000 13.200.000 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 100| 100 | 1,00 1.000.000 1.000.000
Konsultasi SKPD
7 | 01 [001]207 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7 | 01 [001]2.07] 005 [Pengadaan Mebel - - 15.000.000 - - - - - 15.000.000 - - - - -1 1,00 - - - - -
7 | 01 | 001 ]2.07| 006 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 20.000.000 - - - - - 20.000.000 - - - - - 1,00 - - - - -
7 | 01 [001]2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
7 | 01 [001]2.08] 002 [Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 13.200.000 13.200.000 13.700.000 13.700.000 14.200.000 14.200.000 13.200.000 13.200.000 13.700.000 13.700.000 14.200.000 14.200.000 [ 1,00 1,00 1,00 1,00 [ 1,00 1,00 1.000.000 1.000.000

Air dan Listrik

7 | 01 [001]2.08] 004 [Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - - - - - - - - - - - - - - - - R R N N

Jasa tenaga pengamanan 13.200.000 9.000.000 9.500.000 10.000.000 10.500.000 11.000.000 13.200.000 9.000.000 9.500.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000| 1,00 [ 1,00 1,00 240 229 218 (2.600.000)[  10.800.000




01

001

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

01

001

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan

79.008.000

79.008.000

1,00

1,00

1,00

1.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya
Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5.000.000

5.000.000

1,00

1,00

1,00

5.000.000

01

001

3

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya

17.239.000

17.239.000

1,00

1,00

1,00

6.000.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK

01

002

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan

F i di Tingkat

01

002

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan

P Kegiatan P
dengan Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait

25.500.000

25.500.000

1,00

1,00

1,00

1.100.000

01

002

=

Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

10.500.000

10.500.000

1,00

1,00

1,00

1.000.000

01

002

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

01

002

=

Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

15.500.000

15.500.000

1,00

1,00

1,00

1.000.000

01

002

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada Camat

01

002

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Pelayanan Perizinan Non
Usaha

30.450.000

30.450.000

1,00

1,00

1,00

1.000.000

01

003

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

01

003

i Kegiatan F y Desa

01

003

15

Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah
Kecamatan

01

004

PROGRAM KOORDINAS| KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM

01

004

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum

01

004

Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan




01

004

201

=

Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh
Agama dan Tokoh Masyarakat

76.000.000

75.000.000

(76.000.000)

(76.000.000)

01

005

PROGRAM PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

01

005

2.01

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

01

005

201

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia

25.000.000

25.000.000

(25.000.000)

(25.000.000)

01

005

201

Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan
Umat Ras, dan

Golongan Lainnya Guna Mewujudkan
Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan
Nasional

28.000.000

1.000.000

27.500.000

500.000

28.000.000

1.000.000

1,00

22.600.000

22.600.000

01

005

201

R

Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan
Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan
Golongan Lainnya Guna Mewujudkan
Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan
Nasional

78.500.000

1.000.000

78.000.000

500.000

78.500.000

1.000.000

63.000.000

63.000.000

01

005

201

2

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi
Pimpinan di Kecamatan

8.400.000,0

8.400.000,0

8.400.000,0

8.400.000,0

8.400.000,0

8.400.000,0

8.400.000

8.400.000

01

006

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

01

006

2.01

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

F i danF
Pemerintahan Desa

01

006

201

&

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset Desa

12.000.000

12.000.000

11.000.000

11.000.000

11.500.000

11.500.000

12.000.000

12.000.000

1.000.000

1.000.000

01

006

201

@

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Partisipatif

11.000.000

11.000.000

(11.000.000)

(11.000.000)




TUJUAN

Tabel T-C.25

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

SASARAN

INDIKATOR TUJUAN / SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-

Meningkatkan
Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pelayanan Publik

Meningkatnya . |Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Kinerja Pemerintah (AKIP) Kecamatan 58 58 62 (B) | 66 (BB)| 70 (BB) 71
Kecamatan (CC) (CC) (BB)
Meningkatnya . |Indeks Kepuasan 85,11 | 80,50 80,85 81,20 81,55 81,95
Profesionalitas Masyarakat (IKM)

Penyelenggaraan Kecamatan

Pemerintah

Kecamatan




Tabel T-C.26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN CIAWI KABUPATEN TASIKMALAYA

- |DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN
SEJAHTERA

: IMEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG MELAYANI, BERSIH, DAN PROFESIONAL

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1 2 3 4
Meningkatkan Meningkatnya koordinasi, Nilai Indeks Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
kualitas tata kelola |akuntabilitas, dan Kepuasan
pemerintahan dan profesionalitas Masyarakat
pelayanan publik penyelenggaraan

pemerintahan di daerah

Meningkatkan 1. Meningkatnya Akuntabilitas 1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kualitas akuntabilitas kinerja Kinerja Instansi Kabupaten/Kota

Penyelenggaran pemerintah kecamatan Pemerintah (AKIP)

Pemerintahan dan Kecamatan

Pelayanan Publik

2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
profesionalitas Masyarakat (IKM) Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
penyelenggaraan Kecamatan

pemerintah kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

> b=

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa




Tujuan

Sasaran

Indikator
Sasaran

Tabel T-C.27,

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CIAWI KABUPATEN TASIKMALAYA

Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan

Indikator Kinerja

Lokasi

Meningkatkan Meningkatnya  [Akuntabilitas |7 1 1 PROGRAM PENUNJANG |Nilai Akuntabilitas Kinerja PD
Kualitas akuntabilitas Kinerja Instansi URUSAN Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan
Penyelenggaraan [kinerja Pemerintah PEMERINTAHAN Kecamatan Ciawi
Pemerintahan dan [pemerintah (AKIP) DAERAH
Pelay Publik |k K KABUPATEN/KOTA
7 01) 001)2.01 Perencanaan, Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan Penganggaran, dan Evaluasi
Evaluasi Kinerja Kinerja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
7 01 001/2.01 [ 001|Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan - - 4 Bulan 5.000.000 |4 Bulan 5.000.000 |4 Bulan 5.000.000 |4 Bulan 5.000.000
Perencanaan Perangkat |Perangkat Daerah
Daerah
7 01[ 001]2.01 | 006 (Koordinasi dan Jumlah Dokumen Laporan - - 12 5.000.000| 12 5.000.000 [ 12 5.000.000 12 5.000.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Bulan Bulan Bulan Bulan
Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD
7 01 001[2.01 [ 007|Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Evaluasi - - 12 5.000.000| 12 5.000.000 [ 12 5.000.000 12 5.000.000
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Bulan Bulan Bulan Bulan
7 01( 001|2.02 Administrasi Keuangan |Persentase laporan
Perangkat Daerah pertanggungjawaban keuangan
yang sesuai aturan
7 01| 001]2.02 | 001(Penyediaan Gaji dan Persentase ASN penerima Gaji 12 1637.374.192 12 1.769.349.462 12 1.769.849.462 | 12 1.770.349.462 [ 12 1.770.849462 | 12 1.771.349.462
Tunjangan ASN dan Tunjangan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
Administrasi Cakupan peningkatan kapasitas
Kepegawaian Perangkat |ASN di Kecamatan
Daerah
Bimbingan Teknis Jumlah ASN yang mengikuti - - - - - - - -
Implementasi Peraturan  |Bimbingan
Perundang-Undangan teknis/diklat/sosialisasi/
workshop/diseminasi/capacity
building
7 01| 001(2.06 Administrasi Umum Cakupan pelayanan
Perangkat Daerah administrasi umum
7 01| 001/2.06 | 002(Penyediaan Peralatan dan | Terpenuhinya kebutuhan 12 15.236.000 | 12 15.234.650 [ 12 15.734.650 | 12 16.234.650 [ 12 16.734.650 | 12 17.234.650
Perlengkapan Kantor peralatan dan perlengkapan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
kantor
Penyediaan Bahan Terpenuhinya kebutuhan bahan| 375 3.000.000 | 375 3.000.000 | 375 3.500.000 | 375 4.000.000 | 375 4.500.000 | 375 5.000.000
Bacaan dan Peraturan bacaan dan peraturan Eksem Eksem Eksem Eksem Eksem Eksem
Perundang-undangan perundang-undangan plar plar plar plar plar plar
7 01| 001]2.06 | 005(Penyediaan Barang Terpenuhinya kebutuhan 12 7.726.000 | 12 6.726.000 | 12 7.226.000 12 7.726.000 | 12 8.226.000 | 12 8.726.000
Cetakan dan barang cetakan dan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
Penggandaan penggandaan




001]2.06 | 008 [Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terpenuhinya fasilitas 12 6.500.000 [ 12 6.500.000 | 12 7.000.000( 12 7.500.000 | 12 8.000.000 12 8.500.000
kunjungan tamu Bulan, Bulan, Bulan, Bulan, Bulan, Bulan,
150 150 150 150 150 150
jamuan jamuan jamuan jamuan jamuan jamuan
makan, makan, makan, makan, makan, makan,
200 200 200 200 200 200
001]2.06 | 009 |Penyelenggaraan Rapat |Terlaksananya koordinasi dan 12 12.200.000 | 12 12.200.000 12 12.700.000 | 12 13.200.000 | 12 13.700.000 12 14.200.000
Koordinasi dan Konsultasi |konsultasi Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
SKPD
001)2.07 Pengadaan Barang Milik |Persentase pemenuhan
Daerah Penunjang kebutuhan kantor
Urusan Pemerintah
Daerah
001]2.07 | 005(Pengadaan Mebel Jumlah Mebel - - - - [2Bulan 15.000.000 - - - - -
001]2.07 | 006 [Pengadaan Peralatan dan |Jumlah peralatan dan mesin - - - - [2Bulan 20.000.000 - - - - -
Mesin Lainnya
001)2.08 Penyediaan Jasa Persentase pemenuhan
Penunjang Urusan kebutuhan Jasa Penunjang
Pemerintahan Daerah  |Urusan Pemerintahan Daerah
001]2.08 | 002 (Penyediaan Jasa Jasa Komunikasi, sumber daya 12 13.200.000 | 12 13.200.000 12 13.700.000 | 12 14.200.000 | 12 14.700.000 12 15.200.000
Komunikasi, Sumber Daya |air, dan listrik Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
Air dan Listrik
001]2.08 | 004 [Penyediaan Jasa Jasa cleaning service - - - - - - - - - - - -
Pelayanan Umum Kantor
Jasa tenaga pengamanan 3 13.200.000 3 9.000.000 3 9.500.000( 3 10.000.000 3 10.500.000| 3 11.000.000
Orang/ Orang/ Orang/ Orang/ Orang/ Orang/
Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
Jumlah tenaga pengemudi - - - - - - - - - - -
Jumlah tenaga administrasi - - - - - - - - - - -
001(2.09 Pemeliharaan Barang | Tingkat pemenuhan jasa
Milik Daerah Penunjang |penunjang urusan pemerintahan
Urusan Pemerintahan  |daerah
Daerah
001(2.09 | 001|Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan dinas 9 Unit/ 78.508.000 | 9 Unit/ 78.508.000 | 9 Unit/ 79.008.000 | 9 Unit/ 79.508.000 | 9 Unit/ 80.008.000 | 9 Unit/ 80.508.000
Pemeliharaan, Biaya jabatan yang terpelihara Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan  fjymiah kendaraan dinas - - - - - - - - - - - -
Dinas atau Kendaraan jabatan yang tepat bayar pajak
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan dinas - - - - - - - - - - - -
Pemeliharaan. Biaya operasional/lapangan yang
Pemeliharaan. Pajak. dan |terpelihara
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau 5/ er 2 Ginas R B R B B R R B R R R R
Lapangan operasionalllapangan yang
tepat bayar pajak




Pemeliharaan Peralatan | Terpeliharanya peralatan dan - - 12 12 12 12
dan Mesin Lainnya mesin lainnya Bulan Bulan Bulan Bulan
01{ 001 9 [Pemeliharaan/Rehabilitasi |Jumlah jenis pemeliharaan 1 1 1 1 1 1
Gedung Kantor dan gedung atau bangunan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Bangunan Lainnya
Meningkatnya Indeks 1 2 PROGRAM Indeks Kepuasan Masyarakat PD
profesionalitas  [Kepuasan PENYELENGGARAAN  |(IKM) Kecamatan Kecamatan
penyelenggaraan (Masyarakat PEMERINTAHAN DAN Ciawi
pemerintah (IKM) PELAYANAN PUBLIK
kecamatan Kecamatan
01| 002|2. Koordinasi Jumlah Dokumen Koordinasi
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kegiatan
Kegiatan Pemerintahan |Pemerintahan di Tingkat
di Tingkat Kecamatan  |Kecamatan
01 002|2. 1|Koordinasi/Sinergi Berita acara rekonsiliasi 36 Kali 36 Kali 36 Kali 36 Kali 36 Kali 36 Kali
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
01 002|2. 2| Peningkatan Efektifitas  |Buku Profil Kecamatan 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
01| 002|2. Penyelenggaraan Pencapaian Standar Pelayanan
Urusan Pemerintahan | Minimal di Tingkat Kecamatan
yang tidak Dilaksanakan
oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang
ada di Kecamatan
01] 0022 2 |Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan | 1 Doku 1 Doku 1 Doku 1 Doku 1 Doku 1 Doku
Pencapaian Standar Minimal di Tingkat Kecamatan men men men men men men
Pelayanan Minimal di
Wilayah Kecamatan
01] 002|2. Pelaksanaan Urusan Pelayanan Perizinan Non
Pemerintahan yang Usaha di Tingkat Kecamatan
Dilimpahkan kepada
Camat
01 002|2. 1|Pelaksanaan Urusan Pelayanan Perizinan Non 10 10 10 10 10 10
Pemerintahan yang terkait | Usaha di Tingkat Kecamatan Doku Doku Doku Doku Doku Doku
dengan Pelayanan men men men men men men
Perizinan Non Usaha
01( 003 PROGRAM Persentase Peran Masyarakat PD
PEMBERDAYAAN dalam Pembangunan di Kecamatan
MASYARAKAT DESA  |Wilayah Kecamatan sesuai Ciawi

DAN KELURAHAN

Ketentuan




01 2.01 Koordinasi Kegiatan Jumlah koordinasi yang
Pemberdayaan Desa dilak kan dengan
pemerintah desa terkait
monev dan pembinaan
01 2.01 3 |Peningkatan Efektifitas  |Laporan Monev bidang - -
Kegiatan Pemberdayaan |pembangunan dan
Masyarakat di Wilayah pemberdayaan masyarakat
Kecamatan
Jumlah pembinaan - -
pemberdayaan masyarakat
yang telah dilaksanakan
01 PROGRAM KOORDINASI|Persentase Rekomendasi PD
KETENTRAMAN DAN Hasil Koordinasi Bidang Kecamatan
KETERTIBAN UMUM Ketenteraman dan Ketertiban Ciawi
Umum yang ditindaklanjuti
01 2.01 Koordinasi Upaya Koordinasi penyelenggaraan
Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
Ketenteraman dan umum
Ketertiban Umum
01 2.01 1|Sinergitas dengan Koordinasi penyelenggaraan - -
Kepolisian Negara ketenteraman dan ketertiban
Republik Indonesia, umum
Tentara Nasional
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
01 2.01 2|Harmonisasi Hubungan 5 Kali 5 Kali
Dengan Tokoh Agama
dan Tokoh Masyarakat
01 PROGRAM Cakupan Stabilitas PD
PENYELENGGARAAN  |Penyelenggaraan Kecamatan
URUSAN Pemerintahan Umum Ciawi
PEMERINTAHAN UMUM
01 2.01 Penyelenggaraan Persentase Terselenggaranya
Urusan Pemerintahan  |Urusan Pemerintahan Umum
Umum sesuai sesuai Penugasan Kepala
Penugasan Kepala Daerah
Daerah
01 2.01 1[Pembinaan Wawasan Jumlah Peringatan Hari Besar 2 2
Kebangsaan dan Nasional yang dilaksanakan PHBN, PHBN,
Ketahanan Nasional 12 kali 12 kali
dalam rangka pembin pembin
Memantapkan aan aan

Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-

Undang Dasar Negara

Republik Indonesia




S

Pembinaan Kerukunan  [Jumlah Peringatan Hari Besar - - - - 2 27.500.000| 2 28.000.000 2 28.500.000 2 29.000.000
Antarsuku dan Intrasuku, |Nasional yang dilaksanakan PHBN, PHBN, PHBN, PHBN,

Umat Beragama, Ras, dan 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali

Golongan Lainnya Guna pembin pembin pembin pembin

Mewujudkan Stabilitas aan aan aan aan

Keamanan Lokal,
Regional, dan Nasional

B

Pembinaan Kerukunan Jumlah Peringatan Hari Besar - - - - | 5Kali 78.000.000 | 5 Kali 78.500.000 | 5 Kali 79.000.000 | 5 Kali 79.500.000
Antarsuku dan Intrasuku, |lslam yang dilaksanakan
Umat Beragama, Ras, dan
Golongan Lainnya Guna
Mewujudkan Stabilitas
Keamanan Lokal,
Regional, dan Nasional

8 [Pelaksanaan Tugas Koordinasi Forkopimcam yang - - - - 12 8.400.000,0 [12 8.400.000,0 |12 8.400.000,0 12 8.400.000,0
Forum Koordinasi dilaksanakan Bulan Bulan Bulan Bulan
Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN |Persentase Desa Tertib PD
DAN PENGAWASAN Admini i Sesuai Py Kecamatan
PEMERINTAHAN DESA |Perundang-undangan Ciawi

Fasilitasi, Rekomendasi |Persentase Desa yang telah
dan Koordinasi peroleh pembi dan
Pembinaan dan pengawasan

Pengawasan
Pemerintahan Desa

3 |Fasilitasi Pengelolaan Pembinaan Pengelolaan 11 Kali 11.000.000] 10 Kali 11.000.000{ 10 Kali 11.500.000 [ 10 Kali 12.000.000 | 10 Kali 12.500.000 | 10 Kali 13.000.000
Keuangan Desa dan Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset Pendayagunaan Aset Desa
Desa
3 |Fasilitasi Penyusunan Fasilitasi Penyusunan 1 11.000.000f 1 11.000.000 - - - - - - -
Perencanaan Perencanaan Pembangunan Dokum Dokum
Pembangunan Partisipatif |Partifipatif en en
Musren Musren
bang bang
Kecam Kecam

atan atan




Tabel T-C.28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CIAWI KABUPATEN TASIKMALAYA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

KONDISI KINERJA
PADA AWAL

KONDISI KINERJA

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN PADA AKHIR

INDIKATOR

PERIODE RPJMD
TAHUN 2020

PERIODE RPJMD

1 2

10

1. |Persentase Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

58 (CC)

58 (CC)

62 (B)

66
(BB)

70
(BB)

71 (BB)

71

(BB)

2. |Persentase Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelayanan
Publik

3. |Persentase Koordinasi
Ketentraman dan Ketertiban
Umum

4. |Persentase Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Umum

S. |Persentase Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa

83,96

85,11

85,50

85,75

85,90

86,00

86,11

86,50
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KAB. TASIKMALAYA

Menimbang ;

Mengingat

a.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

KECAMATAN CIAWI

Jalan Kusnadi belanegara No. 001 Tlp. 455178
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN
CAMAT KECAMATAN CIAWIKABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor: B/SK/ /KU/01.01.a/Kec/ 2021
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)KECAMATAN CIAWI
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021- 2026

CAMAT CIAWI

Bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah) memuat arahkebijakan
Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun;
Bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah) yang menangani urusan
penunjang pemerintahan (perencanaan) Kabupaten Tasikmalaya disusun untuk memberikan
kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Ciawi tahun 2021- 2026
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerahm;
Bahwa sesuai dengan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah,
Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2005-2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7 )
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu
menetapkan Surat Keputusan Camat Ciawi tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-
Perangkat Daerah) yang menangani urusan penunjang pemerintahan (perencanaan) Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2021- 2026.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

12.

13.

14.

UndangUndang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu kota
Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
21 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



24

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita NegaraRepublik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur PerencanaanPembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 288);



Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

33.

34.

35

36.

37.

38.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun
2005-2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah,;

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0028 Tahun 2021 Tentang Penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Ciawi Tahun 2021- 2026.

Rencana Strategis Kecamatan Ciawi Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) yang telah
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah) sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA berkedudukan dan berfungsi sebagai landasan bagi
unit kerja di lingkungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan
Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
yang telah

ditetapkan

Rencana Strategis Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021- 2026 dijadikan

bahan acuan dalam evaluasi kinerja Kecamatan CiawiKabupaten Tasikmalaya

Rencana Strategis Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021- 2026

sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan



bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEENAM Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabiladikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana

mestinya

Ditetapkan di Ciawi
Pada tanggal: Nopember 2021

CAMAT CIAWI

Drs. ASEP SUHENDAR
NIP. 19660118 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tasikmalaya

2. Wakil Bupati Tasikmalaya

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya
4. Inspektur Kabupaten Tasikmalaya



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

KECAMATAN CIAWI

Jalan Kusnadi belanegara No. 001 Tlp. 455178
TASIKMALAYA

KAB. TASIKMALAYA

_l_-.l_.._.-_
]

|
-

KEPUTUSAN CAMAT CIAWI KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor
Lampiran : 1 (satu)

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN CIAWI
TAHUN 2021 — 2026

CAMAT CIAWI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan
Ciawi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021- 2026, serta efektifitas dalam
pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya
lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

b. Bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk
Tim Penyusun Renstra Kecamatan Ciawi Tahun 2021- 2026 yang ditetapkan

dengan Surat Keputusan Camat Ciawi;,



Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiai
Nomor 4723);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem
Perencanaan Pembagunan Daerah Provinsi Jawa Barat;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0028 Tahun 2021 Tentang
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun

2021-2026.

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ciawi
Tahun 2021- 2026, dengan Susunan Anggota Tim sebagaimana tercantum dalam

Surat Keputusan ini.



KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA merupakan Tim Kerja

yang bersifat koordinatif dan bertanggungjawab kepada Camat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas untuk
membantu pengumpulan dan pengolahan data dalam penyusunan Rencana

Strategis (Renstra) Kecamatan CIAWI Tahun 2021- 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan
perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Ciawi
Pada tanggal: Nopember 2021

CAMAT CIAWI

Drs. ASEP SUHENDAR
NIP. 19660118 199303 1 004

TEMBUSAN :
1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya;



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT CIAWI KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR :
TANGGAL : Nopember 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGI(RENSTRA) KECAMATAN CIAWI
TAHUN 2021- 2026
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS(RENSTRA)
KECAMATAN CIAWI
TAHUN 2021- 2026
PENANGGUNGJAWAB : Drs. ASEP SUHENDAR (Camat)
KETUA TIM PENYUSUN : Dra. YETI SRIHARYATI (Sekretaris)
SEKRETARIS : YANA DARSANA, S.IP (Kasubag Prokeu)
ANGGOTA TIM PENYUSUN : 1. Dra. YETI SRIHARYATI (PMDEP)

2. HARDIYAN S, S.IP (Kasi TRANTIBUM)
3. M.U.D.A. HAMZAH, M.SI ( Kesos)

4. CUCU ROHMANA, S.H (Pemerintahan)
5. IWAN KUSTIWAN (PMDEP)

6. RANI SOFIATI, S.AP (Arsiparis)

7. N. RUKRUK (Kasubag Umpeg)

CAMAT CIAWI

Drs. ASEP SUHENDAR
NIP. 19660118 199303 1 004




